
Perjanjian Kinerja 

Tahun 2019 

Kementerian Sekretariat Negara 

2019 

 





 

i 

 

KATA PENGANTAR 
 

Dengan memanjatkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

Kementerian Sekretariat Negara telah dapat menyelesaikan dokumen Perjanjian 

Kinerja Tahun 2019. Dokumen ini merupakan penugasan dari pimpinan organisasi 

yang lebih tinggi kepada pimpinan organisasi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan sasaran dan indikator 

kinerja. 

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun kelima 

Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 yang 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 

2018 tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-

2019. 

Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 disusun 

secara berjenjang, mulai dari Menteri, pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, 

Eselon IV, sampai dengan pejabat pelaksana dan pejabat fungsional sesuai 

dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 

Dengan adanya Perjanjian Kinerja ini, seluruh pejabat dan pegawai 

Kementerian Sekretariat Negara diharapkan dapat lebih bersungguh-sungguh dan 

bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terencana, 

efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. 

 

 

Jakarta,    Januari 2019 

Menteri Sekretaris Negara, 
 

 
Pratikno 



ii 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Umum 

alam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian 

Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019, 

Kementerian Sekretariat Negara telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 

2019.  

Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 

disusun dengan berpedoman pada: 

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris 

Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Sekretariat Negara; dan 

4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019. 

D 
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B. Profil Kementerian Sekretariat Negara 

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

  Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin 

oleh Menteri Sekretaris Negara. Kementerian Sekretariat Negara 

mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi 

serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara 

untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan negara. 

  Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Sekretariat Negara 

menyelenggarakan fungsi: 

a. dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, 

pers, dan media kepada Presiden; 

b. dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan 

keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam 

membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara; 

c. dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam 

menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, 

Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan 

pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 

Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda 

kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, 

serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta 

keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala 

Pemerintahan negara asing; 
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d. dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin 

prakarsa dan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-

undangan, penyiapan pendapat hukum, penyelesaian Rancangan 

Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, 

ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup 

menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, serta permintaan 

persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin 

prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan 

dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan; 

e. dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan 

hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga 

daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan 

penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan 

pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau 

Menteri; 

f. dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam pengangkatan, 

pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, 

pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang 

penetapannya berada pada Presiden; 

g. pembinaan, penataan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara, 

organisasi, tata laksana, dan akuntabilitas kinerja di lingkungan 

Kementerian Sekretariat Negara; 

h. pembinaan dan pemberian dukungan teknis dan administrasi di 

bidang perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, 

penyediaan prasarana dan sarana, serta pengembangan 

pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian 

Sekretariat Negara, serta pemberian dukungan prasarana dan sarana 

untuk pejabat negara tertentu, dan dukungan administrasi kepada 

Dokter Kepresidenan; 
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i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawab Kementerian Sekretariat Negara; 

j. penyelenggaraan koordinasi kerja sama teknik antara Pemerintah 

Indonesia dengan Mitra Pembangunan, dan penanganan administrasi 

perjalanan dinas luar negeri; 

k. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian 

Sekretariat Negara; dan; 

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil 

Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan. 

       

2. Susunan Organisasi 

  Kementerian Sekretariat Negara terdiri atas: 

1. Sekretariat Kementerian; 

2. Sekretariat Presiden; 

3. Sekretariat Wakil Presiden; 

4. Sekretariat Militer Presiden; 

5. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan; 

6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan; 

7. Deputi Bidang Administrasi Aparatur; 

8. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan; 

9. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Maritim, Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan;  

10. Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan;  

11. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan  

12. Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan. 

  Tugas masing-masing unsur organisasi Kementerian Sekretariat 

Negara tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan 

koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan teknis 
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dan administrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta 

pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk pejabat negara 

tertentu, dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan, dan 

koordinasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan 

Mitra Pembangunan dan penanganan administrasi perjalanan dinas 

luar negeri. 

2. Sekretariat Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian 

dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, 

pers dan media kepada Presiden. 

3. Sekretariat Wakil Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan 

pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan 

keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam 

membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. 

4. Sekretariat Militer Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan 

pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam 

menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, 

Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan 

pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), penganugerahan gelar, 

tanda jasa dan tanda kehormatan yang wewenangnya berada pada 

Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden 

beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala 

Negara/Kepala Pemerintahan negara asing. 

5. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas 

menyelenggarakan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan 

analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan 

Peraturan Perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum, 

penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, 

amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana 
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penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, 

serta permintaan persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas 

permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan 

Perundang-undangan dan atas substansi Rancangan Peraturan 

Perundang-undangan. 

6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan 

mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis, 

administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan 

lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, 

organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan 

hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat 

kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri. 

7. Deputi Bidang Administrasi Aparatur mempunyai tugas 

menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi 

serta analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun 

pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur 

Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, 

serta pembinaan, penataan dan pengembangan Aparatur Sipil 

Negara, organisasi, tata laksana, dan akuntabilitas kinerja di 

lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. 

8. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan mempunyai 

tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu mengenai 

politik, pertahanan, dan keamanan kepada Menteri. 

9. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Maritim, Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan mempunyai tugas memberikan telaahan dan 

rekomendasi terhadap isu mengenai ekonomi, maritim, 

pembangunan manusia dan kebudayaan kepada Menteri.  
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10. Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan 

mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap 

isu mengenai hukum, hak asasi manusia, dan pemerintahan kepada 

Menteri.  

11. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap 

isu mengenai aparatur negara dan reformasi birokrasi kepada 

Menteri. 

12. Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan mempunyai 

tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu mengenai 

komunikasi politik dan kehumasan kepada Menteri. 

 Bagan struktur organisasi Kementerian Sekretariat Negara disajikan 

pada Lampiran I. 
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BAB II 

PERJANJIAN KINERJA 
 

 

erjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 disusun 

secara berjenjang, mulai dari Menteri, pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon 

III, Eselon IV, sampai dengan pejabat pelaksana dan pejabat fungsional 

sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Tujuan disusunnya 

dokumen Perjanjian Kinerja tersebut adalah sebagai berikut: 

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 

2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 

3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi, dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 

4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, 

dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan 

5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 merupakan 

dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan organisasi yang lebih tinggi 

kepada pimpinan organisasi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan Indikator 

Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

P 
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TABEL 1 

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 

 

Target Tahun 2019 

 

1. Meningkatnya 
dukungan teknis, 
administrasi dan 
analisis urusan 
pemerintahan di 
bidang 
kesekretariatan 
negara dalam 
pelaksanaan tugas 
Presiden dan Wakil 
Presiden  

 

1. Persentase analisis 
kebijakan yang 
ditindaklanjuti oleh Wakil 
Presiden dalam 
membantu Presiden 

100% 

2. Persentase hasil analisis 
dan pendapat hukum 
terkait litigasi dan 
permasalahan hukum, 
grasi, amnesti, abolisi, 
rehabilitasi, ekstradisi, 
remisi perubahan pidana 
penjara seumur hidup 
menjadi pidana 
sementara, dan 
naturalisasi yang 
disetujui oleh Presiden 

100% 

3. Persentase hasil analisis 
rancangan peraturan 
perundang-undangan 
yang disetujui oleh 
Presiden 

100% 

4. Persentase dukungan 
hubungan kelembagaan 
dan kemasyarakatan 
yang ditindaklanjuti 
Presiden 

100% 

5. Persentase pelayanan 
administrasi Pejabat 
Negara, Pejabat 
Pemerintahan, TNI, dan 
Polri yang disetujui oleh 
Presiden 

100% 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 

 

Target Tahun 2019 

 

6. Persentase dukungan 
administrasi 
penganugerahan gelar, 
tanda jasa, dan tanda 
kehormatan yang 
disetujui oleh Presiden 

100% 

7. Persentase pengaduan 
masyarakat kepada 
Presiden dan/atau Wakil 
Presiden yang 
ditindaklanjuti 

45% 

8. Indeks efektivitas 
koordinasi kerja sama 
teknik luar negeri dan 
kemanfaatan perjalanan 
dinas luar negeri yang 
diadministrasikan oleh 
Kementerian Sekretariat 
Negara 

3,00 

2. Terjaminnya 
pemberian layanan 
kerumahtanggaan 
dan keprotokolan 
yang berkualitas 
kepada Presiden dan 
Wakil Presiden 

1. Indeks kelancaran 
pemberian dukungan 
pelayanan 
kerumahtanggaan 
kepada Presiden dan 
Wakil Presiden 

4,69 

2. Indeks kelancaran 
pemberian dukungan 
pelayanan keprotokolan 
kepada Presiden dan 
Wakil Presiden 

4,69 

 3. Persentase pelaksanaan 
kegiatan VVIP yang 
aman 

100% 
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Untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis tersebut di atas, 

disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019 mulai dari Menteri, pejabat Eselon I, Eselon 

II, Eselon III, Eselon IV sampai dengan pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.  

Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 yang telah 

ditandatangani secara berjenjang terdapat dalam Lampiran II.  
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BAB III 

PENUTUP 
 

 

engan telah tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian 

Sekretariat Negara Tahun 2019, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh 

seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, 

untuk: 

a. menyusun rencana aksi atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja; 

b. menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 

c. memantau dan mengendalikan capaian kinerja organisasi; 

d. menyusun Laporan Kinerja; dan 

e. menyusun Sasaran Kerja Pegawai. 

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ini agar dilaksanakan dengan 

sungguh-sungguh serta dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran 

Kementerian Sekretariat Negara, sehingga kinerja Kementerian Sekretariat Negara 

dapat lebih meningkat. 

 

 

 

 

D 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 



LAMPIRAN I 
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